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MOTO

Ant bin * Ash mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang Hakim
memberikan Putusan menurut Pengetahuan terbaik nya dan Putusannya itu benar
(sesuai dengan Putusan Allah dan Rasul-Nya), dia akan menerima Pahala ganda,

dan Jika Putusannya itu salah (berbeda dengan Putusan Allah dan Rasul-Nya),

maka mesih mendapat satu 3E2ahala36)
(Shahih al- Bukharl Nomor 7.

36) Abu Khalil Syauqi dalam Muhammad Syafii Antonio, Muhammad Saw: The Super
Leader Super Manager, Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2009, him. 237.
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RINGKASAN

Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Dalam
Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada (Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik 1ndonesia Nomor 129/PHPU.D-VI111/2010) “Judicial Review Of The
Congtitusional Court Authority In Judging The Disputes Of The Regional Head
Election Results (The Verdict Of The Constitutional Court Of Indonesia Number
129/PHPU.D-VI11/2010)" ; Dyah Ayu Pratiwi; 070710101027; 2012; 34 halaman;

Bagian Hukum Tata N egara Fak ultas Hukum Universitas Jenmber.

Indonesia sebagai negara hukum, salah satu kewenangan konstisusional
yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus
tentang perselisihan hasil Pemilu. Secara eksplisit melalui Pasal 22E ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik | ndonesia Tahun 1945.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini apakah yang menjadi dasar
pertimbangan hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia N0.129/PHPU.D-VI11/2010, Apakah akibat hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.129/PHPU.D-V 111/2010 terhadap
hak konstitusional Pemohon.

Tuuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji
dan menganalisis bentuk sengketa Pemilukada dan bentuk pelanggaran serta
kecurangan proses Pemilukada dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis
antisipasi hukum dan tindakan hukum yang dilak ukan apabila terjadi pelanggaran
dan kecurangan pada Pemilukada.

Tipe penrelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan
berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam
masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan
hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum
digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan
hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 1ndonesia
N0.129/PHPU.D-VI11/2010 serta akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
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Republik Indonesia No0.129/PHPU.D-VI111/2010 terhadap hak konstitusional
Permohon.

Kesmpulan yang dapat diambil adalah Mahkamah Konstitusi di dalam
perkembangannya dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada melalui
Putusannya telah memperluas obyek sengketa dalam kewenangan sengketa hasil
pemilukada. Dasar yang digunakan oleh Mahkamah Kongtitusi  dalam
memperluas objek sengketa adalah keadilan procedural tidak dapat
mengesampingkan keadilan substartive, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat
memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilukada yang
telah mencederai nilai demokratis.

Saran yang dapat disumbangkan adalah Untuk menjamin keadilan yang
diwuyudkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keadilan yang berdasarkan
keoastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus merevisi hukum acara dalam
memutus sengketa hasil pemilukada. Dasar untuk merubah hukum acara tersebut
adalah berdasark an keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah
Kongtitusi selama ini.
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